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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Digitalisasi pertanian menawarkan solusi yang komprehensif untuk 

mengatasi berbagai masalah yang dihadapi petani, termasuk monopoli 

komoditas oleh tengkulak. Dengan mengadopsi teknologi digital, petani dapat 

mengakses informasi, pasar, layanan keuangan, dan pengetahuan yang lebih 

baik, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan mereka dan menciptakan 

sistem pasar yang lebih adil dan efisien. Hal ini menjadi sangat penting 

mengingat asosiasi komoditas hasil pertanian dan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) sering kali belum mampu menjadi solusi maksimal. Keterbatasan 

dalam kapasitas manajerial, akses keuangan, dan akses pasar membatasi 

kemampuan asosiasi dan BUMDes dalam menggantikan peran tengkulak. 

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

ketidakseimbangan dalam hubungan antara petani dan tengkulak di Indonesia. 

Tengkulak sering memiliki keunggulan dalam hal sumber daya dan informasi, 

sementara petani sering terjebak dalam ketergantungan pada tengkulak untuk 

menjual hasil panen mereka. Hal ini menciptakan situasi di mana tengkulak 

memiliki kendali lebih besar dalam menentukan harga pembelian, sementara 

petani memiliki sedikit ruang untuk bernegosiasi. Perbedaan informasi antara 

kedua belah pihak juga menjadi masalah serius, dengan tengkulak sering 

memiliki akses yang lebih baik ke informasi pasar. 
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Oleh karena itu, digitalisasi pertanian adalah langkah penting menuju 

pemberdayaan petani dan penghapusan praktik monopoli dalam rantai pasok 

pertanian, mengatasi ketidakseimbangan ini, dan melengkapi peran asosiasi dan 

BUMDes yang belum maksimal. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat diambil 

untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi ketergantungan pada 

tengkulak melalui digitalisasi pertanian. Pertama, pemerintah dan sektor swasta 

perlu berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur digital di pedesaan, 

termasuk memastikan akses internet yang cepat dan terjangkau bagi semua 

petani. Dengan infrastruktur yang memadai, petani dapat lebih mudah 

mengakses teknologi digital. 

Selain itu, penting untuk menyediakan program pelatihan dan 

pendidikan untuk meningkatkan literasi digital petani. Program ini harus 

mencakup cara menggunakan platform digital untuk mengakses informasi 

pasar, layanan keuangan, dan teknologi pertanian terbaru. Dengan pengetahuan 

ini, petani dapat memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan 

produktivitas dan efisiensi mereka. 

Upaya juga perlu dilakukan untuk memperkuat kapasitas manajerial dan 

operasional dari asosiasi komoditas hasil pertanian dan Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes). Ini bisa mencakup pelatihan manajemen, akses ke modal, dan 

bantuan teknis dalam mengembangkan jaringan distribusi yang lebih luas. 

Dengan kapasitas yang lebih baik, asosiasi dan BUMDes dapat berfungsi lebih 

efektif dalam membantu petani. 

Pengembangan dan promosi platform e-commerce khusus untuk produk 

pertanian juga sangat penting. Platform ini akan membantu petani menjual hasil 

panen mereka langsung kepada konsumen atau pedagang besar, sehingga 
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mengurangi peran tengkulak dalam rantai pasok. Dengan demikian, petani bisa 

mendapatkan harga yang lebih adil untuk produk mereka. 

Selain itu, perlu difasilitasi akses petani ke layanan keuangan digital, 

seperti pinjaman mikro, asuransi pertanian, dan sistem pembayaran digital. 

Layanan keuangan ini akan membantu petani mengatasi masalah modal dan 

risiko yang sering mereka hadapi. 

Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, LSM, dan komunitas 

petani juga sangat penting. Kemitraan ini bisa mencakup pengembangan 

teknologi, pendanaan, dan penyediaan layanan pendukung yang mendukung 

digitalisasi pertanian. Dengan bekerja sama, berbagai pihak bisa menciptakan 

ekosistem yang lebih mendukung bagi petani. 

Pemerintah juga perlu mengembangkan regulasi dan kebijakan yang 

mendukung adopsi teknologi digital di sektor pertanian. Ini bisa termasuk 

insentif pajak, subsidi untuk teknologi pertanian, dan perlindungan hukum 

untuk transaksi digital. Kebijakan yang mendukung akan mendorong lebih 

banyak petani untuk mengadopsi teknologi digital. 

Terakhir, penting untuk membangun sistem informasi pasar yang 

transparan dan mudah diakses oleh petani. Dengan akses ke data pasar yang 

akurat dan real-time, petani dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih 

menguntungkan. 
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